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ABSTRAK

Adanya reformasi pada tahun 1998 telah melahirkan amandemen terhadap Undang-
Undang Dasar 1945 sehingga membawa perubahan terhadap sistem ketatanegaraan
Indonesia. Salah satunya adalah perubahan pada lembaga legislatif, yaitu hapusnya sistem
unikameralisme menjadi sistem bikameralisme. Dengan dianutnya sistem bikameralisme di
Indonesia maka muncul Dewan Perwakilan daerah. Dewan Perwakilan Daerah merupakan
representasi daerah-daerah yang bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan daerah.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih langsung secara perorangan melalui
pemilu dengan sistem distrik berwakil banyak. Sebagai alat untuk mengakomodasi
kepentingan daerah maka penyerapan aspirasi merupakan kegiatan yang paling penting.
Bagaimanakah pelaksanaan peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah
dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat Jawa Tengah, apakah kendala-kendala yang
dihadapi anggota Dewan tersebut dan bagaimana upaya untuk meminimalisir kendala
tersebut. Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pelaksanaan peran
anggota Dewan Pewakilan Daerah asal Jawa Tengah dalam menyerap apirasi daerah sesuai
dengan peraturan yang berlaku ataukah tidak.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk
memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang keadaan yang diteliti
serta menganalisis mengenai implementasi peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal
Jawa Tengah dalam menyerap aspirasi daerah. Metode penelitian dalam tesis ini adalah
yuridis empiris sehingga selain menggunakan ketentuan-ketentuan hukum di Indonesia juga
menggunakan pendapat para ahli di bidang hukum terutama yang terkait dengan penelitian
ini serta kendala yang terjadi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang
mengatur Dewan Perwakilan Daerah.

Peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah untuk dapat menyerap,
menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah pada implementasinya
belum maksimal. Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala yang meliputi faktor internal
dan faktor eksternal. Faktor internal yang dihadapi anggota Dewan Perwakilan Daerah
berkaitan dengan lembaga Dewan Perwakilan Daerah sedangkan faktor eksternalnya
berkaitan dengan masyarakat/konstituen, DPRD, dan Pemerintah Daerah. Upaya-upaya
yang harus dilakukan dalam rangka mengakomodasi kepentingan daerah secara efektif dan
adil meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal untuk meminimalisir kendala
tersebut adalah meningkatkan peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah
sedangkan faktor eksternalnya dengan meningkatkan efektifitas komunikasi dengan



masyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. Oleh karena itu anggota
Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah maupun komponen yang ada, meliputi
masyarakat, DPRD, dan Pemerintah Daerah, sebaiknya ikut berpartisipasi untuk daat
mewujudkan tujuan Dewan Perwakilan Daerah.

Kata kunci: Dewan Perwakilan Daerah, aspirasi daerah

I. PENDAHULUAN
a. Latar Belakang

Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 telah melahirkan gagasan untuk melakukan
perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya amandemen Undang-Undang
Dasar 1945 maka terjadi reformasi demokratisasi dan berimplikasi pada struktur formal
ketatanegaraan.

Sebagai bagian dari sebuah proses, demokrasi haruslah diperjuangkan melalui
penegakan berbagai ketentuan sekaligus operasionalisasi perangkat-perangkatnya agar
dapat berperan dalam peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat. Melihat hal ini maka
reformasi demokrasitisasi memerlukan pelembagaan. Salah satu pelembagaan tersebut
adalah lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan ini berfungsi sebagai penyalur aspirasi
rakyat.

Lembaga perwakilan ini di Indonesia disebut Lembaga Legislatif. Selama ini,
Lembaga Legislatif menganut unikameralisme, tetapi dengan sistem ini muncul pergolakan
di daerah di mana salah satu sebabnya karena daerah tidak cukup terwakili dalam proses
pengambilan keputusan di tingkat pusat. Selain itu aspirasi daerah yang selama ini diwakili
melalui Utusan Daerah di MPR dirasakan kurang efektif dalam mengakomodasi aspirasi
dan kepentingan daerah. Salah satu faktornya adalah wakil rakyat melalui Utusan Daerah di
MPR selalu terafiliasi dengan partai politik tertentu serta tidak sedikit yang bukan berasal
dari daerah yang diwakilinya. Demikian juga aspirasi yang disampaikan melalui DPR tidak
efektif, karena kepentingan daerah tidak cukup jika hanya diwakili dalam gagasan.
Kepentingan daerah perlu diwakili dalam bentuk kehadiran orang daerah. Oleh karena itu
muncul pemikiran tentang parlemen bikameral yang bertujuan untuk meningkatkan derajat

keterwakilan.



Dalam rangka mengakomodasi kepentingan daerah secara efektif dan adil dalam
rangka pembuatan keputusan politik yang bersifat nasional dan untuk memberdayakan
potensi daerah maka diperlukan Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah
tersebut merupakan representasi daerah-daerah yang dipilih langsung secara perseorangan
melalui pemilu dengan sistem distrik berwakil banyak.

Berpijak pada pemikiran di atas, maka anggota DPD berasal dari tiap-tiap provinsi
di Indonesia termasuk Provinsi Jawa Tengah. Anggota DPD memiliki peran untuk
menjembatani kedua kepentingan kebijakan yaitu berlangsungnya kekuasaan dan
kewibawaan pusat di daerah dari satu arah secara top down dan sekaligus pendemokrasian
pemerintahan dan akomodasai aspirasi masyarakat daerah secara bottom up.

Sebagai lembaga negara baru, kehadiran Dewan Perwakilan Daerah seharusnya
memberikan solusi terhadap sistem politik yang sentralistik. Akan tetapi peran anggota
Dewan Perwakilan Daerah tidak dapat maksimal. Selain itu berdasarkan pengamatan
selama ini di beberapa daerah di Jawa Tengah, peran yang tidak maksimal tersebut
terutama berkaitan dengan penyerapan aspirasi daerah. Mengapa terjadi hal seperti ini dan
apa yang menjadi latar belakangnya. Melihat hal-hal tersebut di atas mendorong peneliti
untuk mengkaji mengenai “Peran Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia dalam Rangka Menyerap Aspirasi Daerah (Studi Kasus di Provinsi Jawa
Tengah )”.

b. Permasalahan

1. Bagaimanakah pelaksanaan peran anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia asal Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menyerap aspirasi daerah?

2. Bagaimanakah tata cara penyerapan aspirasi masyarakat Jawa Tengah oleh anggota
Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah?

3. Kendala-kendala apasajakah yang muncul dan bagaimanakah upaya untuk
meminimalisir kendala-kendala tersebut sehingga dapat meningkatkan peran Dewan
Perwakilan Daerah dalam rangka menyerap aspirasi daerah?

c. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

Tujuan penelitian yaitu



d.

untuk mengetahui dan menelaah peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Provinsi
Jawa Tengah dalam menyerap aspirasi daerah dan pelaksanaannya di Provinsi Jawa
Tengah;
untuk mengetahui tata cara penyerapan aspirasi masyarakat Jawa Tengah oleh anggota
Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah; dan
untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya persoalan-
persoalan dalam pelaksanaan peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Provinsi
Jawa Tengah serta memberikan alternatif pemikiran upaya-upaya untuk mengatasi
hambatan-hambatan tersebut sehingga dapat meningkatkan peran anggota Dewan
Perwakilan Daerah asal Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menyerapa spirasi daerah.
Sedangkan kontribusi penelitian ini:
secara praktis yaitu dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi
mengenai peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Provinsi Jawa Tengah dalam
rangka menyerap aspirasi daerah, dan dapat memberi masukan bagi anggota Dewan
Perwakilan Daerah asal Provinsi Jawa Tengah sesuai batas-batas perannya sehingga
anggota Dewan Perwakilan Daerah tersebut dapat lebih waspada dan
bertanggungjawab; dan
secara teotitis yaitu dapat menambah wawasan tentang peran anggota Dewan
Perwakilan Daerah asal Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menyerap aspirasi daerah
dan pelaksanannya di Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat berguna bagi
pengembangan Iimu Hukum Tata Negara.

Tinjauan Pustaka

Latar Belakang Berdirinya Dewan Perwakilan Daerah

Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (selanjutnya disebut

DPD RI) tidak terlepas dari berbagai latar belakang persoalan-persoalan lembaga-lembaga

negara di Indonesia. Adanya persoalan-persoalan pada lembaga-lembaga negara ini

dimaksudkan agar nantinya mendapatkan sistem kelembagaan politik yang sesuai dengan

kondisi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu ada beberapa faktor yang menjadi latar
belakang berdirinya DPD RI.

1.

Filosofis



Avristoteles menegaskan bahwa negara semestinya memiliki tujuan yang tertinggi,
paling mulia, dan terluhur dibanding persekutuan hidup lainnya. Menurut Aristoteles yang
dikutip oleh Theo Huijbers bahwa negara haruslah senantiasa mengupayakan kebaikan
tertinggi yang semaksimal mungkin bagi para warganya. Kebaikan yang semaksimal
mungkin dapat berarti kehidupan yang aman, tenteram dan sejahtera.

2. Historis

Lembaga perwakilan dipengaruhi oleh sejarah suatu bangsa sehingga
melatarbelakangi pembentukan lembaga perwakilan tersebut, termasuk di Indonesia. Hal
ini dikemukakan oleh Hasyim Asy’ari.

Keberadaan lembaga perwakilan rakyat tidak lepas dari aspek historis suatu bangsa.
Demikian juga sistem perwakilan yang dianut juga sangat dipengaruhi oleh kondisi
sosial politik yang melatarbelakangi pembentukan lembaga perwakilan rakyat tersebut.

Berdasarkan sejarahnya, lembaga perwakilan daerah di Indonesia sebenarnya telah

ada sejak sebelum kemerdekaan. Lembaga perwakilan tersebut mengalami berbagai
persoalan. Salah satunya berdasarkan pendapat Tambunan. ”Persoalaan utama yang ada
pada lembaga tersebut adalah tidak pernah hadirnya lembaga perwakilan daerah yang
mampu menyuarakan kepentingan-kepentingan daerah di tingkat nasional.”
3. Yuridis

Adanya lembaga negara tersebut berawal dengan adanya teori kedaulatan rakyat.
Teori kedaulatan rakyat oleh negara selalu mencerminkannya dalam konstitusi-
konstitusinya yang mengatur secara garis besar di antara kedaulatan rakyat dan berupa
kemauan umum dengan kegiatan kelembagaan negara yang berhubungan dengan
kedaulatan tersebut. Salah satu pendapat mengenai hal tersebut dikemukakan oleh S.M
Amin. ”Apabila di dalam suatu negara terdapat adanya lembaga-lembaga negara yang
memiliki kekuasaan tertentu maka kedaulatan mempunyai hubungan yang erat dengan

lembaga-lembaga tersebut.”

! Theo Huijbers, Filsafat Hukum, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hal113.

2 Hasyim Asy’ari, Kedudukan dan Peran DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Makalah
dalam Semiloka “Optimalisasi Fungsi dan Kedudukan DPD RI secara Kelembagaan”,
diselenggarakan di Semarang, 12 Januari 2006.

3 ASS Tambunan, MPR Perkembangan dan Pertumbuhan: Suatu Pengamatan dan Analisis,
(Jakarta: Sinar Harapan, 1991), hal 46.

*S.M. Amin, Demokrasi Selayang Pandang, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hal 33.



Teori kedaulatan rakyat mempunyai pengaruh yang sangat kuat sehingga
melahirkan adanya demokrasi. Dengan adanya demokrasi maka suatu negara harus
mempunyai lembaga perwakilan dalam struktur ketatanegaraan. Oleh karena itu teori
kedaulatan rakyat dianut oleh Indonesia sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia IV dimana Indonesia adalah Negara
Republik yang Berkedaulatan Rakyat.

Implementasi atas konstitusi adalah lahirnya peraturan tata tertib DPD RI.
Penyusunan peraturan tata tertib DPD oleh MPR dimaksudkan agar DPD sebagai lembaga
baru di awal masa jabatannya dapat melaksanakan persidangan dengan tertib dan lancar.
Dasar Hukum Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah

Peraturan yang menjadi dasar hukum adanya DPD yaitu UUD Negara RI tahun
1945 Pasal 22C dan Pasal 22D, Ketetapan MPR No. IX/MPR/2000 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Presiden RI
Nomor 51 Tahun 2005, Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia Tahun 2005 yaitu Keputusan DPD RI Nomor 2 Tahun 2004 yang diubah dengan
Keputusan DPD Nomor 29 Tahun 2005, dan Keputusan DPD RI Nomor 1 tahun 2005.
Gambaran Umum Dewan Perwakilan Daerah

Dalam rangka mengakomodasikan kepentingan daerah secara efektif dan adil dalam
rangka pembuatan keputusan politik yang bersifat nasional dan untuk memberdayakan
potensi daerah, dibutuhkan sebuah lembaga. Lembaga ini mempunyai kewenangan-
kewenangan tertentu. Salah satu pendapat mengenai hal tersebut dikemukakan oleh
Saafroedin Bahar. "Untuk menjaga integrasi bangsa maka diperlukan suatu lembaga yang

"5 Oleh karena

dapat memberikan masukan, pertimbangan dan bahkan pengawasan terbatas.
itu muncul DPD.

DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga
negara. Adapun kedudukan DPD sebagai lembaga negara ditentukan dalam Pasal 40 UU
No. 20 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD
(selanjutnya disebut UU Susduk). DPD ini adalah lembaga negara baru yang berfungsi

memperjuangkan aspirasi daerah dan kepentingan daerah.

® Saafroedin Bahar dan A.B Tangadililing, Integrasi Nasional: Teori, Masalah dan Strategi,
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hal 59.



Adapun dasar pertimbangan teoritis kehadiran DPD RI antara lain untuk
membangun sebuah mekanisme kontrol dan keseimbangan (checks and balances) antar
cabang kekuasaan negara dalam lembaga legislatif itu sendiri. Selain itu DPD RI
diharapkan mampu menjamin dan menampung perwakilan kepentingan daerah-daerah
secara memadai serta memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam lembaga
legislatif.

Sedangkan dasar pertimbangan politis kehadiran DPD RI adalah memperkuat ikatan
daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia; meneguhkan persatuan
dan semangat kebangsaan seluruh daerah dalam forum yang mempertemukan berbagai latar
belakang persoalan kedaerahan; meningkatkan aspirasi dan kepentingan daerah-daerah
dalam perumusan kebijakan nasional; serta mendorong percepatan demokrasi,
pembangunan dan kemajuan daerah secara berkeadilan, kesetaraan dan berkesinambungan.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Tata Tertib DPD RI bahwa DPD melakukan
tugasnya berlandaskan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945. Sedangkan fungsi DPD
seperti yang tercantum dalam Pasal 5 peraturan yang sama yaitu pengajuan usul, ikut dalam
pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi
tertentu; dan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

Mengenai kewenangan DPD, Pasal 22D UUD 1945 menetapkan: (1) DPD dapat
mengajukan kepada DPR rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah; (2) DPD ikut membahas rancangan UU yang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah serta
DPD dapat meberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang
berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama; dan (3) DPD melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama
serta meyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk



ditindaklanjuti. Selain tugas dan wewenang pokok tersebut, DPD juga memiliki
kewenangan memberikan pertimbangan kepada DPR untuk pengisian jabatan strategis
kenegaraan, yaitu dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 45 ayat(1)
UU Susduk). Sedangkan dalam masalah keuangan negara berdasarkan Pasal 44 ayat(1) dan
Pasal 47 UU Susduk, DPD memiliki kewenangan: (1) memberikan pertimbangan kepada
DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan
dengan pajak, pendidikan, dan agama, dan (2) menerima hasil pemeriksaan keuangan
negara dari BPK untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi DPR tentang rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan APBN.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Daerah maka
dibentuk Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal ini diatur dalam Peraturan Presiden RI
Nomor 51 Tahun 2005. Kesekretariatan ini berlokasi di sekitar Gedung MPR/DPR
Senayan. Gedung Dewan Perwakilan Daerah berlantai empat, diresmikan pada tanggal 16
September 2004 oleh H Amien Rais bersama para Pimpinan MPR Periode 1999-2004.
Peran Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Yang dimaksud peran anggota Dewan Perwakilan Daerah berkaitan dengan fungsi.
Jika merujuk pada asal-usul katanya, istilah fungsi berasal dari Bahasa Inggris function
yang artinya jenis tindakan atau kegiatan yang sesuai bagi orang atau sesuatu, atau tujuan
untuk apa sesuatu dibuat. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, fungsi berarti
jabatan/pekerjaan yang dilakukan atau kegunaan suatu hal. Oleh karena itu dalam
pengertian fungsi terkandung wewenang dan tugas.

Fungsi, tugas, dan wewenang DPD RI diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945
Pasal 22D ayat (1), (2) dan (3). Selain itu Fungsi, tugas, dan wewenang DPD RI tercantum
dalam UU Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 41 sampai 47. Fungsi, tugas, dan
wewenang DPD RI juga diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPD RI Tahun 2005 Pasal 5
dan Pasal 6.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Sistem distrik berwakil banyak dipakai dalam pemilihan anggota DPD RI pemilu
tahun 2004. Sistem distrik berwakil banyak artinya satu distrik pemilihan atau provinsi
akan memilih wakil lebih dari satu orang. Mereka yang meraih suara terbanyak yang
berhak menjadi anggota DPD RI. Apabila ada beberapa calon memproleh suara yang sama



maka calon dengan penyebaran perolehan suara yang lebih merata menjadi pemenang atau
ditetapkan sebagai calon terpilih.

Dewan Perwakilan Daerah terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih
melalui pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat
orang. Jumlah seluruh Anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR.
Keanggotaan DPD diatur dalam Pasal 22C UUD Negara Rl Tahun 1945 ayat (1) Anggota
DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu dan pemilu untuk memilih anggota DPD
dilakukan secara individu bukan atas nama partai; (2) Anggota DPD dari setiap provinsi
jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota
DPR; (3) Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan undang-undang(UU). Adapun proses
pemberhentian anggota DPD diatur dalam Pasal 22D ayat (4) UUD 1945 dimana syarat-
syarat dan tata caranya diatur dalam UU.

Selain diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945, keanggotaan DPD juga tercantum
dalam UU Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Keanggotaan DPD dalam UU Susduk
tersebut diatur dalam Pasal 33 sampai 36 dan Pasal 49 mengenai hak anggota DPD serta
Pasal 50 mengenai kewajiban anggota DPD.

Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi anggota DPD.
Persyaratan tersebut dikelompokkan dalam persyaratan yang bersifat umum dan khusus.
Menurut Sri Soemantri Martosoewignjo,”Persyaratan umum adalah persyaratan yang
biasanya tercantum dalam penentuan keanggotaan dalam sebuah lembaga negara, seperti
yang berkenaan dengan kewarganegaraan, usia seorang anggota, dan pendidikan.
Sedangkan persyaratan khusus adalah syarat-syarat yang berlaku hanya bagi mereka yang
dicalonkan.”®Persyaratan umum untuk menjadi calon anggota DPD tercantum dalam Pasal
60 UU Susduk sedangkan persyaratan khususnya tercantum dalam Pasal 63 UU yang sama.

Berdasarkan Keputusan DPD RI Nomor 29/DPD/2005 tentang Peraturan Tata
Tertib DPD RI pada Bab | Pasal 1 butir 10, anggota DPD, yang selanjutnya disebut
Anggota adalah wakil daerah provinsi yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan aspirasi

masyarakat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam

® Sri Soemantri Martosoewignjo, Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah, dari internet
DPD.



keputusan tersebut mengenai keanggotaan diatur dalam Bab Il bagian pertama Pasal 7
hingga Pasal 11 serta Bab IV bagian kedua Pasal 14 dan 15.

Dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2003 mengatur bahwa anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama
bersidang bertempat tinggal di ibukota negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal
tersebut maka Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Indonesia mempunyai anggota di
dalam Dewan Perwakilan Daerah.

Masa jabatan anggota DPD adalah lima tahun dan berakhir bersama pada saat
Anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji. Anggota DPD sebelum memangku
jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua
Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna DPD.

Anggota DPD mempunyai hak menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan
dipilih, membela diri, imunitas, protokoler; dan keuangan dan administratif. Selain itu
anggota DPD mempunyai kewajiban mengamalkan Pancasila; melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan dan
perundang-undangan; melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan; mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keuntungan
negara Republik Indonesia; memperhatikan upaya peningkatkan kesejahteraan rakyat;
menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah;
mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
memberikan pertanggungjawaban secara moral danpolitis kepada pemilih dan daerahnya
pemilihannya; menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPD; dan menjaga etika dan
norma adat daerah yang diwakilinya. Pelaksanaan ketentuan di atas diatur dalam Peraturan
Tata Tertib DPD.

Salah satu alat kelengkapan DPD adalah Panitia Ad Hoc. Mengenai Panitia Ad Hoc
diatur dalam Bab V1 Peraturan Tata Tertib DPD RI. Keangotaan Panitia Ad hoc ditetapkan
oleh Sidang Paripurna DPD pada permulaan masa keanggotaan DPD dan pada setiap
permulaan tahun sidang, kecuali pada permulaan tahun sidang terakhir dari masa
keangotaan DPD. Setiap anggota DPD harus menjadi anggota salah satu Panitia Ad Hoc
kecuali Pimpinan DPD dan Pimpinan MPR unsur DPD. Begitupula anggota Dewan

Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Provinsi Jawa Tengah. Panitia Ad hoc terbagi



menjadi 4 bagian yang masing-masing mempunyai tugasnya sendiri-sendiri. Ruang lingkup
Panitia Ad Hoc | yaitu otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah serta pembentukan,
pemekaran dan penggabungan daerah. Panitia Ad hoc Il ruang lingkupnya meliputi
pengelolaan sumberdaya alam dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya sedangkan
Panitia Ad Hoc 11l meliputi pendidikan dan agama. Ruang lingkup Panitia Ad Hoc IV
mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, perimbangan keuanagn
pusat dan daerah, memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan
pemilihan anggota BPK, dan pajak.

Pembagian tugas anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal
Provinsi Jawa Tengah yaitu Dra. Hj. Nafisah, SM sebagai anggota Panitia Ad Hoc IlI, Ir.
H. Budi Santosa sebagai anggota Panitia Ad Hoc Il, Drs. H. Sudharto, M.A. sebagai
anggota Panitia Ad Hoc I, dan K.H. Ahmad Chalwani sebagai anggota Panitia Ad Hoc IV.
Penggantian anggota Panitia Ad Hoc berdasarkan permusyawaratan anggota dari Provinsi
yang bersangkutan dan diusulkan kepada Pimpinan DPD.

Penyerapan Aspirasi Daerah

Salah satu kewajiban anggota DPD adalah menyerap, menghimpun, menampung
dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah. Sebagai alat untuk mengakomodasi
kepentingan daerah maka penyerapan aspirasi merupakan kegiatan anggota DPD RI yang
paling penting. Dalam operasionalisasi pelaksanaannya, penyerapan aspirasi masyarakat ini
dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu secara langsung dan tidak langsung.

Aspirasi masyarakat dari setiap daerah ini biasanya sangat beragam. Dari
keberagaman inilah para wakil rakyat dapat melihat kebutuhan-kebutuhan yang sinergis.
Sinergisitas ini bukan saja antar daerah tetapi juga provinsi dan pusat. Oleh sebab itu
keberagaman inilah yang dijadikan pokok penentu sebuah kebijakan.

Telah di sebutkan di atas bahwa salah satu tujuan adanya DPD sebagai penghuni
parlemen bikameral adalah dapat mengakomodasi kepentingan rakyat daerah. Untuk
mewujudkan tujuan tersebut maka penyelenggaraan pemerintahan melalui asas
desentralisasi.

Desentralisasi pada dasarnya terjadi setelah sentralisasi melalui asas dekonsentrasi
tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara baik dalam arti pemerintahan gagal
dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Asas ini berpijak pada pemerintahan



yang mampu mengakomodsikan unsur-unsur yang bersifat kedaerahan berdasarkan
aspirasi masyarakat daerah.’
e. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dalam penelitian ini

selain menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia juga
menggunakan pendapat para ahli di bidang hukum tertentu terutama yang terkait dengan
penelitian ini, serta kendala yang terjadi atas pelaksanan peraturan perundang-undangan
yang mengatur Dewan Perwakilan Daerah. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam

penelitian ini adalah deskripitif analitis karena bertujuan memberikan gambaran secara

menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti serta
menganalisa mengenai implementasi peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa
Tengah dalam menyerap aspirasi daerah. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah jenis data primer dan data sekunder. Data primer yang dipergunakan bersumber atau

diperoleh dari penelitian lapangan. Sedangkan data sekunder berupa data yang bersumber
atau diperoleh dari penelitian kepustakaan. Pengumpulan data dalam penelitian ini

dilakukan dengan cara studi pustaka dan wawancara. Penelitian ini menggunakan metode

analisis kualitatif.

I1. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Pelaksanaan Peran Anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah
Pelaksanaan peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah untuk

dapat menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah pada

implementasinya belum maksimal. Hal ini dikarenakan adanya kendala yang dihadapi.

Pelaksanaan peran anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal
Jawa Tengah berkaitan dengan pembagian tugas masing-masing anggota. Pembagian tugas
masing-masing anggota berkaitan dengan salah satu alat kelengkapan DPD vyaitu Panitia Ad
Hoc (PAH).

Berdasarkan fungsi DPD RI maka tugas PAH meliputi bidang pengajuan rancangan
undang-undang (RUU), bidang pembahasan RUU, bidang pertimbangan, dan bidang

pengawasan. Dalam mengajukan RUU meliputi persiapan, pembahasan, dan

" Titik Triwulan Titik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Prestasi Pustaka,
2006), hal 185.



penyempurnaan rancangan undang-undang tertentu. Berkaitan dengan tugas PAH di bidang
pengajuan rancangan undang-undang maka memerlukan alat kelengkapan DPD yaitu
Panitia Perancang Undang-Undang. Panitia Ad Hoc dalam melaksanakan tugas tersebut
dapat mengadakan rapat konsultasi dengan alat kelengkapan DPR; mengadakan rapat kerja
dengan DPR, pemerintah, pemerintah daerah, dan DPRD; mengadakan rapat dengar
pendapat dan rapat dengar pendapat umum; mengadakan rapat gabungan PAH;
mengadakan kunjungan kerja; dan mengadakan studi banding atas persetujuan Pimpinan
DPD.

Salah satu pelaksanaan peran anggota DPD RI asal Jawa Tengah dengan kunjungan
kerja yang telah dilakukan pada tahun sidang 2004 - 2005 dan pada tahun sidang 2005-
2006 (terbagi menjadi dua tahap). Tahap pertama kunjungan kerja tanggal 22 September
sampai 31 Oktober 2006 dan tahap kedua kunjungan kerja yang dilaksanakan pada tanggal
8 Desember 2006 sampai 7 Januari 2007.

Langkah selanjutnya adalah pembuatan Keputusan yang melalui tiga tingkat

pembicaraan: Tingkat | pembahasan oleh Sidang Parpurna DPD terhadap berbagai masalah
yang berkaitan dengan tugas dan wewenang DPD. Tingkat Il pembahasan oleh Alat
Kelengkapan DPD terhadap hasil pembicaraan Tingkat | dengan kegiatan penyampaian
pandangan dan pendapat anggota rapat/sidang terhadap materi yang ditugasi oleh Sidang
Paripurna untuk dibahas lebih lanjut, penyusunan daftar inventarisasi masalah berdasarkan
bahan-bahan yang masuk, pembahasan materi berdasarkan daftar inventarisasi masalah,
penyusunan materi rancangan keputusan DPD sebagai bahan untuk dilaporkan dan diambil
keputusan dalam pembicaraan Tingkat I11. Alat kelengkapan DPD dapat didampingi oleh
Pakar/Ahli/Tim Asistensi. Tingkat 111 pengambilan keputusan oleh Sidang Paripurna DPD.

Setelah itu melakukan proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-

Undang dari DPD yang dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan: Tingkat | dalam Rapat

PAH, Rapat Gabungan PAH, Rapat Panitia Perancang Undang-Undang dan/atau Rapat
Panitia Khusus dengan kegiatan: inventarisasi materi, dilakukan dalam bentuk penyerapan
aspirasi masyarakat dan/atau daerah, Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat
Dengar Pendapat Umum serta pandangan dan pendapat dari anggota; penyusunan dan
pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah; penyusunan dan pembahasan naskah akademik
dan RUU berdasarkan inventarisasi materi dan Daftar Inventarisasi Masalah; uji sahih,



dilakukan dalam bentuk Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat
Umum, dan telaahan sejawat (peer review); dan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi RUU. Tingkat 1l dalam Sidang Paripurna dimana pengambilan keputusan oleh
Sidang Paripurna DPD yang didahului oleh laporan Alat Kelengkapan DPD mengenai hasil
pembicaraan Tingkat I. Selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak usul RUU disahkan menjadi
RUU maka RUU beserta penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademis disampaikan
secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan surat pengantar dari Pimpinan DPD. Surat
pengantar tersebut menyebutkan alat kelengkapan yang mewakili DPD dalam melakukan
pembahasan RUU. Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan juga kepada
Presiden. Setelah itu, DPD melakukan pembahasan usul RUU bersama DPR atas undanagn
DPR. Dalam hal ini DPD diwakili oleh Panitia Perancang Undang-Undang dan/atau PAH
yang membidangi materi muatan RUU yang akan dibahas. Hasil pembahasan ini
merupakan usul RUU dari DPD sebagai bahan pembahsan DPR dengan Pemerintah. Pada
saat pembahasan RUU antara DPR dengan Pemerintah, DPD diundang untuk
menyampaikan pendapat dan pandangannya mengenai RUU yang diusulkannya pada awal
pembicaraan tingkat | sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR. Dalam pembahasan RUU
di DPR, alat kelengkapan yang ditugasi wajib menyampaikan laporan perkembangan
pembahasan RUU secara berkala kepada seluruh anggota dan Pimpinan DPD. Apabila
dalam pembahasan ada masalah yang sifatnya prinsipil dan akan mengubah isi serta arah
RUU, alat kelengkapan DPD yang ditugasi dapat meminta Pimpinan DPD untuk
membahasnya dalam Sidang Paripurna yang khusus untuk itu. Pembahasan dalam Sidang
Paripurna terlebih dahulu mendengarkan laporan dari alat kelengkapan yang ditugasi
dengan disertai saran pemecahan yang diperlukan untuk memperoleh keputusan.

Sedangkan pengajuan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR

atau Pemerintah juga melalui beberapa tahap. Setelah RUU yang berasal dari DPR atau

Pemerintah diterima oleh Pimpinan DPD, dalam Sidang Paripurna DPD berikutnya,
Pimpinan sidang memberitahukan kepada anggota tentang masuknya RUU tersebut,
kemudian membagikan kepada seluruh anggota. Kemudian DPD menugasi Panitia Ad
Hoc/Panitia Perancang Undang-Undang untuk membahas dan/atau menyempurnakan RUU
sebagai bahan dalam pembahasan bersama DPR dan Pemerintah. Panitia Ad Hoc/Panitia
Perancang Undang-Undang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Sidang



Paripurna DPD selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak ditugasi oleh Sidang Paripurna
DPD. DPD yang diwakili oleh Panitia Ad Hoc/Panitia Perancang undang-Undang, atas
undangan DPR ikut melakukan pembahasan RUU tersebut bersama DPR dan Pemerintah
pada awal pembicaraan Tingkat | sesuai Peraturan Tata Tertib DPR. Apabila DPR dan/atau
Pemerintah menolak masukan yang disampaikan DPD dalam pembahasan tersebut maka
DPD meminta penjelasan kepada DPR dan/atau Pemerintah. Kemudian Pimpinan DPD
menerima penjelasan secara tertulis dari Pimpinan DPR dan/atau Pemerintah. Penjelasan
tersebut oleh Pimpinan DPD disampaikan kepada seluruh anggota. Setelah itu, DPD
meyampaikan jawaban atas penjelasan DPR.
2. Tata Cara Penyerapan Aspirasi Masyarakat Jawa Tengah

Salah satu kegiatan anggota DPD RI yaitu menyerap, menghimpun, menampung
dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah yang berada dalam ruang lingkup
tugas dan wewenang DPD. Penyerapan aspirasi daerah dilakukan dalam dua bentuk yaitu
secara langsung dan tidak langsung.

Berikut ini tahapan-tahapannya: (1)Panitia Ad Hoc, anggota, atau pengelompokan

anggota yang dibentuk oleh DPD menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah.
Pimpinan DPD menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan daerah kepada alat
kelengkapan DPD sesuai dengan ruang lingkup tugas dan wewenangnya atau Perwakilan
Provinsi yang bersangkutan yang difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal. Pada saat anggota
melakukan kunjungan kerja dan kegiatan di daerah yang diwakilinya, Sekretariat Jenderal
berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD menerima dan
menyalurkan aspirasi masyarakat dan daerah kepada anggota; (2)Wakil daerah menyusun
laporan hasil kunjungan kerja dalam bentuk resume aspirasi masyarakat yang telah
dipisahkan berdasarkan persoalan masing-masing, melakukan identifikasi persoalan-
persoalan tersebut sehingga menjadi jelas dan spesifik dan melakukan pemilihan atau
kategorisasi berdasarkan tugas, kewenangan lembaga legislatif dan eksekutif, seperti :
persoalan yang menjadi kewenangan DPD RI sendiri, persoalan yang menjadi kewenangan
DPRD dan Pemda Provinsi, persoalan yang menjadi kewenangan DPRD kabupaten/kota,
atau Pemda kabupaten/kota dan persoalan yang di luar kewenangan DPD RI selanjutnya
disampaikan melalui mekanisme rapat kerja di daerah yang didasarkan atas skala prioritas
persoalan; (3) Persoalan yang menjadi kewenangan DPD RI kemudian dibawa ke Pusat



untuk disusun bersama-sama anggota DPD RI provinsi masing-masing dan dipilah
berdasarkan wilayah kerja PAH untuk diparipurnakan. Laporan yang disampaikan pada
paripurna setiap awal masa sidang kemudian disalurkan kepada PAH berdasarkan wilayah
kerja masing-masing untuk dibahas bersama dengan pemerintah, dalam hal ini menteri
terkait; (4)Terkait dengan masukan dari berbagai kalangan masyarakat mengenai peran
ideal DPD ke depan dan peningkatan peran DPD RI dalam menjembatani hubungan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah yang konstruktif dan sinergis, maka Kelompok DPD di MPR
akan menyampaikan masukan tersebut kepada Pimpinan MPR RI untuk dapat diproses
lebih lanjut.
3. Kendala-kendala dan Upaya Meminimalisir Kendala-kendala Tersebut
Kendala-kendala yang dihadapi untuk meningkatkan peran anggota Dewan
Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah dalam rangka menyerap aspirasi daerah meliputi
faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dihadapi berkaitan dengan
lembaga Dewan Perwakilan Daerah sedangkan faktor eksternalnya berkaitan dengan
masyarakat/konstituen, DPRD, dan Pemerintah Daerah. Upaya yang harus dilakukan dalam
rangka mengakomodasi kepentingan daerah meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor
internal untuk meminimalisir kendala tersebut adalah meningkatkan peran anggota Dewan
Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah sedangkan faktor eksternalnya dengan meningkatkan
efektifitas komunikasi dengan masyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah.

I1l. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaksanaan peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah untuk dapat
menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah pada
implementasinya belum maksimal. Hal ini dikarenakan adanya kendala yang dihadapi.
Pelaksanaan peran anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)
asal Jawa Tengah berkaitan dengan pembagian tugas masing-masing anggota.
Pembagian tugas masing-masing anggota berkaitan dengan salah satu alat kelengkapan
DPD vyaitu Panitia Ad Hoc (PAH). Salah satu pelaksanaan peran anggota DPD RI asal
Jawa Tengah dengan kunjungan kerja yang telah dilakukan pada tahun sidang 2004 -
2005 dan pada tahun sidang 2005- 2006.



2.

Penyerapan aspirasi daerah dilakukan dalam dua bentuk yaitu secara langsung dan tidak
langsung. Tata cara penyerapan aspirasi melalui tahapan-tahapan tertentu.

Kendala-kendala yang dihadapi untuk meningkatkan peran anggota Dewan Perwakilan
Daerah asal Jawa Tengah dalam rangka menyerap aspirasi daerah meliputi faktor
internal dan faktor eksternal begitupula upaya-upaya untuk meminimalisir kendala-

kendala tersebut juga meliputi faktor internal dan eksternal.

Saran

1.

3.

Sebaiknya anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Jawa Tengah
dalam melaksanakan perannya tetap melakukan dengan maksimal sesuai peraturan yang
ada meskipun masih terdapat kendala. Oleh karena itu yang lebih penting adalah
bagaimana agar kepentingan dan kebutuhan masyarakat bisa terfasilitasi.

Seharusnya kelanjutan penyerapan aspirasi masyarakat tersebut dapat maksimal. Oleh
karena itu diperlukan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

Adanya kendala-kendala yang ada sebaiknya tidak dijadikan alasan untuk tidak

tercapainya tujuan awal dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah.
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